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Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah
namun permasalahan yang banyak dijumpai adalah pengurusan Nomor Identitas Berusaha (NIB). Desa Cijaku,
Kabupaten Lebak selaku mitra yaitu usaha emping melinjo Mak Edol juga memiliki permasalahan terkait legalitas
usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
membantu memberikan solusi agar pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan pemaham mitra terkait legalitas usaha dan
memberikan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem online Single
Submission dan Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik
observasi, wawancara, dokumentasi, dan substansi Iptek. Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
yang telah dilakukan bahwa usaha emping melinjo Mak Edol telah berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan sertifikat halal.

Kata kunci: NIB; pendampingan; sertifikat halal; UMKM

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) contribute to increasing regional income, but the problem
that is often encountered is the management of Business Identity Numbers (NIB). Cijaku Village, Lebak Regency as
a partner, Mak Edol's emping melinjo business, also has problems related to the legality of the business. Based on
these problems, the Sultan Ageng Tirtayasa University Community Service Team helps provide solutions for
business actors to obtain business licenses and commercial or operational permits. The purpose of this Community
Service is to increase partner understanding regarding business legality and provide assistance in making Business
Identification Numbers (NIB) through the online Single Submission system and Halal Certification through the
SiHalal system. The method used is descriptive with observation techniques, interviews, documentation and science
and technology substance. Based on the Community Service activities that have been carried out, Mak Edol's
emping melinjo business has succeeded in obtaining a Business Identification Number (NIB) and a halal certificate.

Keywords: NIB; accompaniment; halal certificate; MSMEs


mailto:sitiwidiati@untirta.ac.id

236

I. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, kecil, serta Menengah)
merupakan salah satu usaha yang menjanjikan karena
dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun
negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2006 tentang UMKM memiliki
fungsi dalam pembangunan dan perkembangan
ekonomi. Saat ini UMKM Indoneisa membuka
lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf
hidup untuk pengangguran dan kelas menengah ke
bawah [1]. [2][3] Pengembangan UMKM harus
disertai legalitas usaha melalui perizinan untuk dapat
menghadapi pasar bebas.

Perizinan merupakan hal yang sangat penting
namun permasalahan yang banyak dialami oleh para
pelaku UMKM di Indonesia. [4] Selain itu persaingan
bisnis yang kurang sehat dan desakan ekonomi
mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi lebih
sempit dan terbatas sehingga pemerintah ikut
bertanggungjawab selaku pemangku kepentingan
baik secara nasional maupun lokal. Perizinan adalah
sebuah instrumen kebijakan pemerintah untuk
mengatur berbagai aktivitas UMKM agar usaha yang
dijalankan dapat berjalan dengan baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
Pasal 25 Ayat 1 menjelaskan bahwa NIB (Nomor
Identitas Berusaha) yang digunakan oleh para pelaku
usaha demi memperoleh izin operasional maupun
komersial serta izin usaha. [5] NIB adalah nomor
identitas bagi pelaku usaha dalam rangka
pengoperasian aktivitas berusaha selaras dengan
bidang usahanya. Dimana NIB ini juga memiliki oleh
pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan,
Angka Pengenal Impor, serta sebagainya. [6][7]
Selain itu, NIB juga diperlukan dalam pembuatan
sertifikat halal yang penting bagi suatu UMKM. Hal
ini ditunjang dengan diberlakukannya UU nomor 33
tahun 2014 maka diharapkan setiap produk pelaku
usaha yang tersebar pada wilayah Indonesia telah

bersertifikasi halal, tidak terkecuali termasuk UMKM
yang telah berjalan.

Pembuatan Nomor Induk Usaha dan Sertifikat Halal

Wilayah Desa Cijaku,
Kabupaten Lebak terdapat beraneka jenis UMKM

Kecamatan Cijaku,

yang telah dijalankan oleh masyarakat setempat,
salah satu contohnya ialah usaha pembuatan emping.
Usaha ini cukup berjalan dalam waktu yang lama dan
konsumennya cukup banyak atau ramai. Namun
permasalahannya adalah produk yang dijual belum
memiliki sertifikat halal dan NIB. Hal ini disebabkan
oleh pemahaman yang kurang terkait NIB sehingga
tidak mengetahui dan  bagaimana  caranya
mendapatkan izin. Berdasarkan kendala ini Tim
Pengabdian Kepada Masyarakat mendampingi untuk
mitra memiliki NIB dan sertifikat halal.

Pendampingan yang dilakukan oelh pengabdi
adalah mendaftarkan UMKM mitra untuk dapat
memperoleh NIB selaku legalitas usaha melalui
sistem Online Single Submission, kemudian setelah
mendapatkan NIB kami pun mendaftarkan UMKM
tersebut untuk memperoleh Sertifikasi Halal melalui
sistem SiHalal [8]. [9] Sistem Online Single
Submission juga telah terkoneksi dan tersinkronisasi
ke Dbeberapa sistem terkait lainnya, seperti
tersinkronisasi ke sistem AHU Online yang berada
dibawah Kementrian Hukum dan Ham.

[10] Sertifikasi produk halal adalah serangkaian
proses yang harus dilalui pelaku usaha baik
perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan
sertifikat halal. Sertifikat ini diperoleh berdasarkan
bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan
halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai
dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. [11]
Serifikasi  halal  di

Indonesia ~ mengalami

perkembangan  seiring dengan  meningkatnya
kesadaran halal di masyarakat.

Manfaat dari kegiatan tersebut ialah UMKM
dapat memperoleh legalitas usahanya serta
memperoleh sertifikat halal sehingga sanggup untuk
memperluas pemasaran maupun pendistribusian dari
produknya dan juga bisa bersaing dengan banyak

UMKM lainnya.
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II. SUMBER INSPIRASI

Pada wilayah Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku,
Kabupaten Lebak memiliki beragam UMKM yang
dimiliki oleh masyarakat lokal. Salah satu UMKM
adalah usaha emping yang mana usaha ini memiliki
permintaan yang cukup tinggi namun belum memiliki
NIB dan sertifikasi halal. Selain itu pemilik usaha
minim akan informasi tentang mengurus legalitas
suatu produk usaha. Berdasarkan kondisi yang
dihadapi oleh pemilik usaha maka tim pengabdi
membantu untuk memberikan pembinaan dan
pendampingan agar memiliki legalitas usaha melalui
Online Single Submission kemudian mendaftarkan
UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal melalui
sistem SiHalal. Dengan ini pemilik UMKM dapat

memperlebar pemasaran dan pendistribusian.

III. METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
dilakukan oleh Kelompok 27 KKN Tematik
gelombang 1 Tahun 2023 dan dosen pendamping
lapang Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan
kegiatan untuk meningkatkan kesaadaran legalitas
usaha UMKM dan membantu mengurus NIB dan
sertifikat halal pada masyarakat Desa Cijaku,
Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak yang memiliki
UMKM. Metode yang digunakan adalah deskriptif
dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi,
dan substansi Iptek. Adapun kegiatan yang dilakukan,
yaitu:
1. Observasi
observasi membantu

Kegiatan dapat

mendapatkan  informasi dalam  pendampingan
pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) masyarakat
di Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak.
Selain itu dapat mengetahui pembuatan emping dan
keceprek secara langsung dan mengetahui luas lahan
UMKM atau luas lahan pembuatan suatu produk.
Dengan adanya observasi juga dapat mengetahui
bahan baku dan peralatan yang digunakan dalam

pembuatan emping dan keceprek.
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2. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan pada
narasumber yang kompeten dan terpercaya sehingga
informasi yang didapatkan dapat membantu tim
pengabdi untuk membuat Nomor Induk Berusaha.
3. Dokumentasi
Dokumentasi  dibutuhkan untuk mencatat
seluruh kegiatan yang telah dilakukan baik gambar
maupun tulisan. Dokumentasi berupa data pribadi
pelaki UMKM Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku,
Kabupaten Lebak dalam pendaftaran NIB.
4.  Substitusi Iptek
Kegiatan ini  untuk menawarkan dan
memberikan informasi perkembangan Iptek untuk
memajukan UMKM di daerah Desa Cijaku
khususnya pada UMKM khusunya emping dan
keceprek. Peluang perkembangan emping dan
keceprek sangat besar karena melalui perkembangan
Iptek pemasaran dari emping dan keceprek ini dapat

berkembang dengan pesat.

IV. KARYA UTAMA
Karya yang dihasilkan dari kegiatan Pengabdian

Kepada Masyarakat ini yaitu pembutan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mendaftarkan sertifikat halal
untuk masyarakat Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku,
Kabupaten Lebak. (Gambar 1 dan Gambar 2). NIB
adalah sebuah identitas pelaku usaha yang sesuai
bidang usahanya dan hal ini merupakan kebijakan
pemerintah agar dapat mempermudah pengusaha
untuk izin usaha, pengurusan SNI, dan sistem
jaminan produk halal. Label halal sangat dibutuhkan
hal ini untuk menjamin para konsumen emping di
Desa Cijaku aman untuk dikomsumsi. Fungsi bagi
bermerek halal akan

produsen meningkatkan

kepercayaan dan loyalitas terhadap produknya.
Produk yang bersertifikat halal lebih bersaing dengan
produk yang tidak berlabel halal. Oleh karen itu
karya yang telah dilakukan oleh tim pengabdian
sangat bermanfaat sekarang dan kedepannya bagi

Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak.
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
erusaha (NIB) kepada:

'a Pelaku Usaha +
at

110 ot en s o DESA CAKU, KECEMATAN CIJAKU, KABUPATEN
LEBAK BANTEN, , Desa/Kelurahan Cijaku, Kec. Cijaku, Kab. Lebak,
Provinsi Banten
3.Nomor Telepon Seluler 0070
ail 20
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  : Linat Lampiran
(KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Mikro
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Gambar 1. Surat dan Pendampingan Pembuatan
Nomor Ijin Berusaha di Salah Satu UKM
di Desa

V. ULASAN KARYA

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini
memberikan sumbangsih dalam pembuatan Nomor
Induk Berusaha (NIB) dan juga sertifikasi halal.
Adapaun keunggulannya, yaitu:

1. NIB memudahkan pengusaha dalam mengurus
dan izin usaha, pengurusan Standar Nasional
Indonesia dan juga Sistem Jaminan Produk
Halal.

2. Sertifikasi halal juga dapat memberikan rasa
aman dan jaminan kepada konsumen terkait
produk yang dikomsumsi.

3. Produsen dengan produk halal dapat
meningkatkan kepercayaan dan loyalitas dari
konsumen serta produk memiliki value yang
lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki
sertifikasi halal.

Pembutan NIB dan sertifikasi halal memiliki
memiliki prosedur dan kewajiban yang harus
dilakukan oleh pengusaha. Hal ini penting bagi
pengusaha baik sebelum dan sesudah disahkan NIB
dan sertifikasi halal yaitu berupa sanksi. Dalam SPPL
memiliki beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh

pengusaha, yaitu:

Gambar 2. Akun SIHALAL dan Pembuatan

Emping Melinjo

Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau

kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan
peruntukan rencana tata ruang.

Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau
kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan
parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan serta limbah yang
dihasilkan.

Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas
penyimpanan limbah sementara dan sampah
domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah
dan sampah yang dihasilkan.

Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas
pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah
limbah dan jumlah tenaga kerjanya.

Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan
pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan
terhadap aspek transportasi.

Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan
terhadap usaha dan/atau

kegiatan  yang
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dilakukan untuk memastikan pemenuhan
persyaratan  lingkungan sesuai  ketentuan
peraturan  perundang-undangan di  bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan
dalam hal akan menyediakan sarana dan
prasarana  dengan  menyusun  dokumen
lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam
peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau
kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

9.  Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya
dan diproses hukum sesuai degan peraturan
perundang-undangan apabila melanggar atau
tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang
telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.
Produk yang dapat memenuhi Standar nasional

Indonesia (SNI), yaitu:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar
Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk
menggunakan tanda SNI Bina UMK.

2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang
dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan
Persyaratan SNI.

3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan
persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk
foto proses produksi melalui sistem pembinaan
BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau
dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan.

4.  Mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan
yang diadakan oleh pemerintah pusat atau
daerah untuk memenuhi SNI.

5. Berkomitmen tidak menggunakan tanda SNI
Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi

ketentuan dalam butir 2 dan 3.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan

oleh Kelompok 27 KKN Tematik

program Pengabdian Kepada
Masyarakat
gelombang 1 Tahun 2023 dan dosen pendamping
lapang Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa yang

dilaksanakan di Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku,
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Kabupaten Lebak khususnya UMKM Emping telah
memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
sertifikat halal sehingga ketercapaian sebesar 100%.
Dengan capaian ini dapat meningkatkan produksi
UMKM Emping dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

VII. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dampak kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat ini produk UMKM Emping di Desa
Cijaku, Kecamatan Cijaku,
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan

Kabupaten Lebak
memiliki
sertifikat lalal. Manfaat dari kegiatan ini yaitu
penduduk Indonesia pada umumnya memeluk
islam dan sekaligus sebagai pangsa pasar yang
besar oleh karena itu pendampingan pembuatan
Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat bermanfaat
khususnya bagi produk UMKM Emping di Desa
Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Pada
umumnya konsumen muslim mengkomsumsi produk

dengan label kehalalan oleh karena itu penting produk

apabila memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal

memberikan kenyamanan, keamanan,
keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk
halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi
emping. Selain itu meningkatkan nilai tambah
bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan
menjual produk halal, penjualan akan semakin
meningkat dan terjaga konsistensinya apabila
produsen dan penjual telah melakukan prosedur

sertifikasi halal.

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu
Kelompok 27 KKN Tematik gelombang 1 Tahun
2023 dan dosen pendamping lapang Univeristas
Sultan Ageng Tirtayasa mengucapkan terima kasih
kepada masyarakat Desa Cijaku khususnya UMKM
Emping yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
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